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ABSTRAK

CATATAN

CATATAN

: - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk menjamin kepastian hukum kepada

para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang keberatan kepabeanan, perlu
dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenai keberatan di bidang
kepabeanan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6), Pasal 93A ayat (8),
dan Pasal 94 ayat (6), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 14 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.27, TLN
No0.4189), Keppres Rl 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal atas
penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran; selain tarif
dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau pengenaan sanksi administrasi
berupa denda. Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan
pabean. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Direktur
Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean, dengan menggunakan surat sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal
surat penetapan. Direktur Jenderal memutuskan keberatan yang diajukan dalam jangka waktu
paling lama 60 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Keputusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak. Keputusan
atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal. Orang yang mengajukan keberatan dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal, apabila Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (9) belum diterima dalam jangka waktu 70 hari sejak tanggal diterimanya
pengajuan keberatan. Atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
menyampaikan jawaban secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Terhadap keberatan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini,
proses penyelesaian terhadap keberatan, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.

2. Permenkeu Rl 146/PMK.07/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2010.

- Lampiran halaman 1-4.






